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Abstrak 

Industri pertambangan batubara di Indonesia memainkan peran penting dalam perekonomian 

negara, namun menghadapi berbagai tantangan dalam hal pengelolaan sumber daya alam yang 

berkelanjutan. Regulasi pertambangan yang ada bertujuan untuk memastikan aktivitas 

pertambangan dilakukan sesuai dengan prinsip keberlanjutan, kepatuhan terhadap standar 

lingkungan, serta perlindungan hak-hak masyarakat sekitar. Artikel ini mengkaji peran regulasi 

dalam pengawasan industri pertambangan batubara di Indonesia, dengan fokus pada efektivitas 

kebijakan pemerintah dalam mengatur dan mengawasi praktik pertambangan. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis kebijakan dan peraturan yang 

berlaku, serta menerapkan studi kasus pada beberapa daerah penghasil batubara di Indonesia. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah ditetapkan, pengawasan yang 

lemah dan praktik pertambangan ilegal tetap menjadi tantangan besar bagi sektor ini. 

Abstract 

The coal mining industry in Indonesia plays a significant role in the country’s economy but 

faces various challenges in sustainable natural resource management. Existing mining 

regulations aim to ensure that mining activities are carried out in accordance with sustainability 

principles, compliance with environmental standards, and the protection of local communities' 

rights. This article examines the role of regulation in overseeing the coal mining industry in 

Indonesia, focusing on the effectiveness of government policies in regulating and monitoring 

mining practices. The study uses a qualitative approach by analyzing applicable policies and 

regulations and applying case studies to several coal-producing regions in Indonesia. The 

findings indicate that despite established regulations, weak oversight and illegal mining 

practices remain significant challenges for the sector. 
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1. Pendahuluan 

Industri pertambangan, khususnya 

batubara, merupakan sektor yang 

mendominasi ekspor Indonesia. Sektor ini 

memberikan kontribusi besar terhadap 

perekonomian negara, baik dalam hal 

pendapatan negara maupun penciptaan 

lapangan pekerjaan. Namun, sektor 

pertambangan batubara juga kerap 

mendapatkan kritik terkait dampak 

lingkungan yang ditimbulkan, seperti 

kerusakan lahan, pencemaran air, dan 

gangguan terhadap ekosistem lokal. 

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah 

Indonesia telah menerbitkan berbagai 

regulasi, seperti Undang-Undang Minerba 

dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber 

Daya Mineral (ESDM), yang bertujuan 

untuk mengendalikan dan mengawasi 

aktivitas pertambangan. Meskipun regulasi 

ini sudah ada, implementasinya masih 

menghadapi berbagai kendala, seperti 

penegakan hukum yang lemah dan 

keberlanjutan praktik pertambangan ilegal. 

Sebagai salah satu penghasil batubara 

terbesar di dunia, Indonesia memiliki 

cadangan batubara yang melimpah. 

Namun, di balik kontribusi ekonominya 

yang signifikan, sektor ini menghadapi 

berbagai tantangan, salah satunya adalah 

praktik tambang ilegal yang terus 

berkembang. Praktik ini tidak hanya 

merusak kelangsungan sektor 

pertambangan, tetapi juga menimbulkan 

dampak lingkungan dan sosial yang serius. 

Tambang ilegal di Indonesia sering kali 

melibatkan kegiatan penambangan tanpa 

izin resmi, dengan pengelolaan yang tidak 

memenuhi standar keselamatan kerja dan 

pengabaian terhadap dampak lingkungan. 

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan 

berbagai regulasi untuk mengatur 

eksploitasi batubara, pengawasan yang 

lemah, tingginya permintaan batubara, dan 

ketidakmampuan pemerintah daerah dalam 

memonitor daerah terpencil memperburuk 

situasi. 

Menurut data dari Kementerian Energi dan 

Sumber Daya Mineral (ESDM), sekitar 25-

30% dari total produksi batubara Indonesia 

berasal dari kegiatan pertambangan ilegal. 

Praktik ini mengakibatkan kerugian 

ekonomi yang besar, karena pendapatan 

negara dari pajak dan royalti hilang. Selain 

itu, dampak lingkungan dari tambang ilegal 

sangat serius, seperti kerusakan lahan, 

pencemaran air, dan penurunan kualitas 

udara. 

Praktik tambang ilegal ini juga 

menimbulkan ketimpangan sosial. Banyak 

masyarakat yang terlibat dalam tambang 

ilegal terjebak dalam siklus kemiskinan, 

bekerja dengan upah rendah dan tanpa 

jaminan sosial. Konflik sosial antara 

perusahaan tambang legal dan masyarakat 

juga sering terjadi, karena masyarakat 

merasa hak-hak mereka tidak diperhatikan 

dalam pengelolaan sumber daya alam. 
 

2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran regulasi dalam 

pengawasan industri pertambangan 

batubara di Indonesia, khususnya 

terkait praktik tambang ilegal? 

2. Apa saja kendala utama yang 

dihadapi dalam mengatasi praktik 

tambang ilegal meskipun telah ada 

regulasi yang mengaturnya? 

3. Bagaimana dampak sosial dan 

lingkungan dari tambang ilegal di 

Indonesia, dan apa peran 

pengawasan dalam 

menguranginya? 

4. Langkah-langkah apa yang perlu 

diambil untuk mengurangi praktik 

tambang ilegal dan meningkatkan 

efektivitas regulasi yang ada? 
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2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Regulasi Pertambangan di Indonesia 

Industri pertambangan Indonesia, 

khususnya batubara, diatur oleh berbagai 

regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah 

pusat. Salah satu regulasi utama yang 

mengatur sektor pertambangan adalah 

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang 

Mineral dan Batubara (UU Minerba). UU 

ini bertujuan untuk mengatur eksplorasi dan 

eksploitasi sumber daya alam mineral dan 

batubara dengan penekanan pada 

pengelolaan yang berkelanjutan dan 

bertanggung jawab. UU ini juga mengatur 

perizinan pertambangan, kewajiban 

perusahaan tambang untuk menjaga 

kelestarian lingkungan, serta kewajiban 

untuk merehabilitasi lahan pasca tambang. 

Namun, meskipun UU Minerba sudah jelas 

mengatur berbagai aspek pertambangan, 

implementasinya masih menghadapi 

tantangan signifikan. Salah satunya adalah 

tingginya praktik pertambangan ilegal yang 

terus berlangsung, yang disebabkan oleh 

kurangnya pengawasan, ketidakjelasan 

pembagian kewenangan antara pemerintah 

pusat dan daerah, serta lemahnya 

penegakan hukum. Hal ini menyebabkan 

banyak perusahaan dan individu melakukan 

penambangan tanpa izin resmi, baik untuk 

mendapatkan keuntungan ilegal maupun 

karena kesulitan mengakses izin tambang 

yang formal. 

 

2.2 Masalah Tambang Ilegal di 

Indonesia 

Praktik tambang ilegal di Indonesia, 

terutama di sektor pertambangan batubara, 

sudah berlangsung cukup lama dan menjadi 

isu yang sangat serius. Penambangan ilegal 

dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai 

dari kegiatan individu atau kelompok yang 

tidak memiliki izin, hingga penambangan 

yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak 

mematuhi ketentuan yang berlaku. 

Menurut data dari Kementerian Energi dan 

Sumber Daya Mineral (ESDM) 2021, 

sekitar 25-30% dari total produksi batubara 

Indonesia berasal dari kegiatan 

pertambangan ilegal. Praktik ini 

menyebabkan kerugian ekonomi yang 

besar, karena pendapatan negara dari pajak 

dan royalti hilang. Dampak lingkungan 

yang ditimbulkan sangat parah, termasuk 

deforestasi, pencemaran air, dan kerusakan 

ekosistem yang sulit diperbaiki setelah 

terjadi. 

Beberapa faktor yang mendorong praktik 

tambang ilegal ini antara lain kemiskinan, 

kurangnya akses pekerjaan formal, dan 

tingginya permintaan terhadap batubara. 

Aktivitas ini sering dilakukan di daerah-

daerah terpencil yang jauh dari pusat 

pemerintahan, sehingga pengawasan dan 

penegakan hukum menjadi sangat sulit. 

 

2.3 Penegakan Regulasi 

Pengawasan terhadap sektor pertambangan 

di Indonesia, khususnya dalam mengatasi 

praktik tambang ilegal, merupakan 

tantangan besar. Pengawasan di tingkat 

lokal sering kali terbatas oleh kapasitas 

sumber daya manusia yang kurang 

memadai dan ketidakjelasan pembagian 

kewenangan antara pemerintah pusat dan 

daerah. Selain itu, ketergantungan pada 

teknologi pemantauan yang lebih canggih, 

seperti satelit atau drone, masih terbatas. 

Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan & 

Salim (2019) menunjukkan bahwa 

meskipun pemerintah daerah memiliki 

kewenangan untuk mengawasi 

pertambangan yang ada di wilayahnya, 

banyak daerah yang tidak memiliki sistem 

pengawasan yang efektif. Korupsi di 

tingkat lokal juga memperburuk situasi, 

dengan beberapa pihak yang terlibat dalam 

memfasilitasi operasional tambang ilegal. 
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3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di beberapa lokasi 

pertambangan batubara di Indonesia yang 

terkenal dengan aktivitas tambang ilegal, 

terutama di provinsi Kalimantan Timur, 

Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan. 

Daerah-daerah ini dipilih karena memiliki 

sejarah panjang terkait dengan praktik 

tambang ilegal yang melibatkan 

masyarakat lokal dan juga perusahaan 

pertambangan yang beroperasi tanpa izin. 

Pemilihan lokasi ini diharapkan dapat 

memberikan gambaran yang lebih jelas 

mengenai dampak tambang ilegal terhadap 

industri pertambangan, masyarakat, dan 

lingkungan. 

3.3 Sumber Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini 

berasal dari dua sumber utama: data primer 

dan data sekunder. 

• Data Primer: Data primer diperoleh 

melalui wawancara mendalam (in-depth 

interviews) dengan berbagai pihak yang 

terkait langsung dengan sektor 

pertambangan, antara lain:  

o Pejabat Pemerintah: Petugas dari 

Kementerian Energi dan Sumber Daya 

Mineral (ESDM), Dinas ESDM provinsi, 

serta pemerintah daerah yang memiliki 

kewenangan dalam pengawasan 

pertambangan. 

o Perusahaan Pertambangan: Manajer 

operasional perusahaan pertambangan 

batubara yang beroperasi baik secara legal 

maupun yang terlibat dalam praktik 

tambang ilegal. 

o Masyarakat Lokal: Warga yang tinggal 

di sekitar daerah tambang, termasuk 

mereka yang terlibat langsung dalam 

praktik tambang ilegal. 

o Organisasi Non-Pemerintah (NGO): 

LSM yang bergerak di bidang lingkungan 

hidup dan hak asasi manusia, yang 

memiliki pengetahuan tentang dampak 

tambang ilegal terhadap masyarakat dan 

lingkungan. 

Wawancara ini dilakukan secara langsung 

dengan informan yang dipilih berdasarkan 

kriteria yang relevan untuk memperoleh 

informasi yang mendalam dan 

komprehensif mengenai praktik tambang 

ilegal, regulasi pertambangan, serta 

pengawasan yang diterapkan. 

• Data Sekunder: Data sekunder diperoleh 

dari berbagai dokumen terkait yang dapat 

mendukung analisis dalam penelitian ini, 

antara lain:  

o Peraturan dan Kebijakan: Dokumen-

dokumen regulasi terkait industri 

pertambangan, seperti Undang-Undang 

No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan 

Batubara (UU Minerba), peraturan 

pemerintah daerah, serta pedoman 

pengawasan pertambangan. 

o Laporan Tahunan: Laporan dari 

Kementerian ESDM, laporan dari 

lembaga-lembaga pengawasan, serta 

laporan keberlanjutan dari perusahaan 

tambang yang mencakup data produksi 

dan pengelolaan lingkungan. 

o Studi Sebelumnya: Penelitian-penelitian 

terkait yang relevan dengan masalah 

tambang ilegal dan pengawasan industri 

pertambangan di Indonesia. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

• Wawancara Mendalam (In-Depth 

Interviews): Wawancara dilakukan 

secara semi-struktural dengan 

menggunakan panduan wawancara yang 

telah disiapkan. Panduan ini mencakup 

pertanyaan terbuka yang memungkinkan 

informan untuk menjelaskan 

pengalamannya secara lebih bebas. 

Wawancara ini bertujuan untuk 

memperoleh pemahaman mendalam 

tentang persepsi, tantangan, dan solusi 
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terkait regulasi dan pengawasan industri 

pertambangan, terutama dalam mengatasi 

masalah tambang ilegal. 

• Observasi Partisipatif: Peneliti juga 

melakukan observasi langsung di 

lapangan, terutama di area pertambangan 

batubara yang diketahui memiliki 

masalah tambang ilegal. Observasi ini 

dilakukan untuk melihat kondisi aktual 

dari aktivitas pertambangan, baik yang 

legal maupun ilegal, serta untuk 

memahami lebih jauh dampak lingkungan 

dan sosial yang ditimbulkan oleh aktivitas 

tambang ilegal. 

• Analisis Dokumen: Peneliti menganalisis 

dokumen-dokumen yang relevan, 

termasuk peraturan pertambangan, 

laporan pengawasan, dan laporan 

lingkungan yang diterbitkan oleh pihak 

berwenang dan perusahaan tambang. 

Dokumen-dokumen ini memberikan 

gambaran tentang bagaimana regulasi 

dijalankan dan sejauh mana kebijakan 

tersebut efektif dalam mengendalikan 

praktik tambang ilegal. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Data yang terkumpul akan dianalisis 

menggunakan metode analisis tematik. 

Teknik ini digunakan untuk 

mengidentifikasi tema-tema utama yang 

muncul dari data yang diperoleh, baik dari 

wawancara, observasi, maupun dokumen 

yang dianalisis. Langkah-langkah analisis 

data yang dilakukan meliputi: 

• Transkripsi dan Kode: Semua 

wawancara dan catatan observasi akan 

ditranskripsikan untuk memudahkan 

analisis. Selanjutnya, data akan 

dikelompokkan ke dalam kategori atau 

kode berdasarkan tema yang relevan, 

seperti "pengawasan regulasi", "dampak 

sosial tambang ilegal", dan "solusi untuk 

mengatasi tambang ilegal". 

• Kategorisasi dan Interpretasi: Kode-

kode yang telah disusun kemudian 

dikelompokkan untuk menemukan pola 

atau tema yang saling berhubungan. 

Setiap tema akan dianalisis lebih dalam 

untuk menggali makna dan implikasinya 

terhadap pengawasan pertambangan 

batubara dan efektivitas regulasi. 

• Triangulasi Data: Untuk memastikan 

validitas dan reliabilitas data, dilakukan 

triangulasi dengan membandingkan hasil 

wawancara dengan dokumen yang 

dianalisis, serta dengan observasi 

lapangan. Proses triangulasi ini bertujuan 

untuk memastikan konsistensi dan 

keberlanjutan hasil temuan penelitian. 

3.6 Validitas dan Reliabilitas  

Untuk menjamin validitas dan reliabilitas 

penelitian, peneliti menggunakan 

triangulasi sumber dengan memanfaatkan 

berbagai sumber data, seperti wawancara 

dengan berbagai pihak yang terlibat 

langsung, observasi langsung di lapangan, 

dan analisis dokumen. Selain itu, peneliti 

juga melakukan member checking, yaitu 

meminta konfirmasi atau klarifikasi dari 

informan terhadap temuan yang diperoleh 

selama proses wawancara untuk 

memastikan akurasi informasi yang 

diperoleh. 

3.7 Batasan Penelitian  

Penelitian ini memiliki beberapa batasan, di 

antaranya adalah keterbatasan dalam 

mengakses data terkait praktik tambang 

ilegal yang seringkali tersembunyi dan 

tidak terdokumentasi dengan baik. Selain 

itu, meskipun wawancara dilakukan dengan 

berbagai pihak, hasil penelitian ini 

bergantung pada ketersediaan dan 

keterbukaan informasi dari pihak yang 

terlibat dalam praktik tambang ilegal atau 

yang memiliki pengetahuan tentang 

regulasi pertambangan. 
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Metode penelitian yang dijelaskan di atas 

bertujuan untuk menghasilkan pemahaman 

yang komprehensif mengenai peran 

regulasi dalam mengawasi praktik tambang 

ilegal di sektor pertambangan batubara, 

serta untuk mengidentifikasi tantangan 

yang dihadapi dalam pengawasan industri 

pertambangan di Indonesia. 
 

4. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

4.1 Profil Industri Pertambangan 

Batubara di Indonesia  

Sektor pertambangan batubara di 

Indonesia, khususnya di provinsi 

Kalimantan dan Sumatera, telah menjadi 

salah satu pilar ekonomi utama. Batubara 

Indonesia dikenal sebagai salah satu 

penghasil terbesar di dunia dan memiliki 

kontribusi signifikan terhadap pendapatan 

negara. Namun, sektor ini juga diwarnai 

dengan banyaknya praktik tambang ilegal 

yang beroperasi di luar pengawasan resmi. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari 

wawancara dengan pejabat pemerintah dan 

perwakilan perusahaan tambang, lebih dari 

25% produksi batubara Indonesia 

diperkirakan berasal dari tambang ilegal. 

Aktivitas ini melibatkan sejumlah besar 

masyarakat lokal yang, karena berbagai 

alasan, memilih untuk bekerja di tambang 

ilegal. Praktik ini sering terjadi di daerah-

daerah yang kaya akan sumber daya alam 

namun minim pengawasan, seperti 

beberapa wilayah di Kalimantan Timur dan 

Sumatera Selatan. 

 

4.2 Praktik Tambang Ilegal di 

Kalimantan dan Sumatera  

Berdasarkan observasi di lapangan, praktik 

tambang ilegal umumnya dilakukan oleh 

individu atau kelompok yang tidak 
memiliki izin resmi dari pemerintah. Di 

Kalimantan dan Sumatera, sebagian besar 

penambangan ilegal dilakukan di wilayah 

yang belum memiliki izin tambang atau di 

kawasan hutan lindung. Penambang ilegal 

ini sering menggunakan alat yang tidak 

ramah lingkungan, seperti ekskavator dan 

alat berat lainnya, yang dapat menyebabkan 

kerusakan ekologis yang besar. Selain itu, 

dalam banyak kasus, para penambang ilegal 

tidak mengikuti standar keselamatan kerja 

yang berlaku, yang mengakibatkan angka 

kecelakaan kerja yang tinggi. 

Masyarakat lokal sering terlibat dalam 

kegiatan ini karena faktor ekonomi. Mereka 

melihat pertambangan sebagai peluang 

untuk mendapatkan penghasilan yang lebih 

baik daripada pekerjaan lain yang tersedia. 

Walaupun demikian, banyak dari mereka 

yang tidak menyadari dampak jangka 

panjang terhadap lingkungan dan kesehatan 

yang ditimbulkan dari praktik tambang 

ilegal ini. 

 

4.3 Peran Regulasi dalam Pengawasan 

Sektor Pertambangan  

Regulasi pertambangan di Indonesia sudah 

diatur dalam berbagai peraturan perundang-

undangan, seperti Undang-Undang No. 4 

Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara 

(UU Minerba). Regulasi ini mengharuskan 

perusahaan tambang untuk mendapatkan 

izin eksplorasi dan eksploitasi dari 

pemerintah, serta mematuhi ketentuan 

mengenai keselamatan kerja dan 

pelestarian lingkungan. Namun, 

implementasi regulasi ini masih 

menghadapi banyak tantangan. 

Menurut wawancara dengan pejabat 

pemerintah, meskipun terdapat regulasi 

yang jelas, pengawasan terhadap tambang 

ilegal masih sangat terbatas. Salah satu 

alasan utama adalah kurangnya sumber 

daya manusia dan infrastruktur yang 

memadai untuk mengawasi setiap lokasi 

pertambangan, terutama di daerah-daerah 

yang terpencil. Selain itu, banyaknya 

tambang ilegal yang beroperasi di bawah 

radar pemerintah membuatnya sulit untuk 

ditindaklanjuti secara hukum. 
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Penelitian ini juga menunjukkan bahwa 

pengawasan terhadap tambang ilegal masih 

minim karena adanya kolusi antara oknum 

pemerintah dan pelaku tambang ilegal. 

Beberapa informan menyebutkan bahwa 

oknum tertentu di tingkat lokal justru 

memfasilitasi keberadaan tambang ilegal 

untuk mendapatkan keuntungan pribadi 

melalui suap dan korupsi. Hal ini 

menjelaskan mengapa praktik tambang 

ilegal sulit diberantas meskipun ada 

regulasi yang jelas. 

4.4 Dampak Sosial dan Lingkungan dari 

Tambang Ilegal  

Dampak sosial dan lingkungan yang 

ditimbulkan oleh praktik tambang ilegal 

cukup besar. Dari hasil wawancara dengan 

masyarakat lokal dan laporan dari LSM, 

penambangan ilegal telah menyebabkan 

kerusakan hutan yang sangat luas, 

pencemaran air, dan hilangnya 

keanekaragaman hayati. Banyak sungai di 

daerah pertambangan batubara yang 

tercemar akibat pembuangan limbah 

tambang yang tidak dikelola dengan baik. 

Akibatnya, masyarakat yang bergantung 

pada sungai-sungai tersebut untuk 

kebutuhan sehari-hari, seperti air minum 

dan pertanian, mengalami kesulitan. 

Dari sisi sosial, masyarakat yang terlibat 

dalam tambang ilegal juga rentan terhadap 

eksploitasi. Para pekerja sering kali tidak 

mendapatkan upah yang sesuai dengan 

pekerjaan yang dilakukan, dan tidak ada 

perlindungan terhadap hak-hak mereka 

sebagai pekerja. Selain itu, adanya tambang 

ilegal yang tidak terkontrol menyebabkan 

ketegangan antara kelompok penambang 

ilegal dengan perusahaan yang beroperasi 

secara legal, karena sering kali tambang 

ilegal merambah wilayah yang sudah 

memiliki izin. 

 

 

 

4.5 Upaya Pengawasan dan Penegakan 

Hukum  

Berdasarkan temuan dari wawancara dan 

observasi, terdapat beberapa upaya yang 

dilakukan oleh pemerintah untuk 

memperbaiki pengawasan dan penegakan 

hukum di sektor pertambangan. Salah satu 

langkah yang diambil adalah memperkuat 

sinergi antara pemerintah pusat dan daerah 

untuk memastikan pengawasan yang lebih 

efektif. Namun, seperti yang ditemukan 

dalam penelitian ini, implementasi 

kebijakan ini masih belum optimal. Banyak 

daerah yang tidak memiliki kapasitas untuk 

memonitor aktivitas pertambangan secara 

efisien, terutama yang berada di lokasi yang 

jauh dari pusat pemerintahan. 

Upaya pengawasan juga semakin mengarah 

pada pemanfaatan teknologi. Beberapa 

daerah telah mulai menggunakan teknologi 

pemantauan satelit dan drone untuk 

mendeteksi keberadaan tambang ilegal dan 

memantau aktivitas pertambangan. Namun, 

teknologi ini masih terbatas pada sebagian 

wilayah dan memerlukan biaya yang cukup 

besar untuk pengoperasiannya. 

 

4.6 Solusi dan Rekomendasi  

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa 

solusi yang diajukan untuk mengatasi 

praktik tambang ilegal adalah sebagai 

berikut: 

1. Peningkatan Kapasitas Pengawasan: 

Pemerintah perlu meningkatkan 

kapasitas pengawasan di tingkat daerah 

dengan menyediakan pelatihan bagi 

petugas pengawas dan menyediakan 

fasilitas pendukung seperti teknologi 

pemantauan berbasis satelit. 

2. Penegakan Hukum yang Lebih Tegas: 

Penegakan hukum terhadap praktik 

tambang ilegal harus diperketat, 

terutama dengan menindak oknum-



Sari, D. R / SEJ 1 (1) (2024) 1-5  
 
 

8 

 

oknum yang terlibat dalam kolusi dan 

korupsi. 

3. Pendekatan Ekonomi Alternatif: 

Masyarakat yang terlibat dalam tambang 

ilegal perlu diberikan akses pada 

alternatif ekonomi yang lebih baik, 

seperti pelatihan keterampilan dan 

pemberian modal usaha, untuk 

mengurangi ketergantungan mereka 

pada industri pertambangan ilegal. 

4. Pendidikan dan Penyuluhan: Program 

pendidikan dan penyuluhan kepada 

masyarakat mengenai dampak jangka 

panjang dari tambang ilegal terhadap 

lingkungan dan kesehatan harus 

diperluas, agar masyarakat dapat 

memahami konsekuensi dari kegiatan 

tersebut dan beralih ke alternatif yang 

lebih berkelanjutan. 

Solusi-solusi ini diharapkan dapat 

memberikan dasar yang kuat untuk 

mengurangi praktik tambang ilegal di 

Indonesia dan memperbaiki sistem 

pengawasan serta penegakan hukum di 

sektor pertambangan batubara. 

4.7 Kesimpulan 

Penelitian ini menunjukkan bahwa 

meskipun Indonesia memiliki regulasi yang 

jelas dalam mengatur industri 

pertambangan, pengawasan terhadap 

tambang ilegal masih menghadapi banyak 

kendala. Praktik tambang ilegal yang terus 

berkembang, terutama di Kalimantan dan 

Sumatera, mengakibatkan kerusakan 

lingkungan yang serius dan menimbulkan 

dampak sosial yang merugikan masyarakat. 

Oleh karena itu, penting untuk 

meningkatkan pengawasan melalui 

kolaborasi antara pemerintah pusat dan 

daerah, memperkuat sistem penegakan 

hukum, dan menyediakan solusi alternatif 

bagi masyarakat yang terlibat dalam 

tambang ilegal. Dengan langkah-langkah 

ini, diharapkan sektor pertambangan di 

Indonesia dapat beroperasi secara 

berkelanjutan dan memberikan manfaat 

yang lebih besar bagi negara dan 

masyarakat. 

Hasil penelitian dan pembahasan di atas 

memberikan gambaran yang jelas tentang 

masalah tambang ilegal di sektor 

pertambangan batubara Indonesia serta 

tantangan dalam implementasi regulasi. 

Dengan rekomendasi yang diajukan, 

diharapkan praktik tambang ilegal dapat 

diminimalisir, dan pengelolaan industri 

pertambangan dapat menjadi lebih efektif 

dan berkelanjutan. 
 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan terhadap peran regulasi dalam 

pengawasan industri pertambangan 

batubara, khususnya dalam mengatasi 

praktik tambang ilegal, dapat disimpulkan 

beberapa hal penting sebagai berikut: 

1. Praktik Tambang Ilegal yang Masih 

Marak  

     Praktik tambang ilegal di sektor 

pertambangan batubara, terutama di 

daerah-daerah penghasil batubara 

seperti Kalimantan dan Sumatera, masih 

sangat marak. Praktik ini melibatkan 

banyak pihak, mulai dari masyarakat 

lokal hingga kelompok penambang 

tanpa izin yang beroperasi di luar 

pengawasan pemerintah. Meskipun 

sektor ini memberikan keuntungan 

ekonomi bagi masyarakat lokal, dampak 

jangka panjangnya terhadap lingkungan 

dan kesejahteraan sosial sangat besar. 
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2. Tantangan Pengawasan dan 

Penegakan Regulasi 

     Meskipun regulasi pertambangan di 

Indonesia sudah ada, pengawasan dan 

penegakan hukum terhadap tambang 

ilegal masih sangat terbatas. Pemerintah 

daerah yang memiliki kewenangan 

terbatas dalam hal sumber daya manusia, 

infrastruktur, dan koordinasi dengan 

pihak terkait membuat pengawasan 

terhadap praktik tambang ilegal menjadi 

sangat sulit. Selain itu, adanya kolusi 

antara oknum pemerintah dan pelaku 

tambang ilegal juga turut memperburuk 

situasi ini. 

3. Dampak Lingkungan dan Sosial  

    Tambang ilegal memberikan dampak 

yang sangat merugikan, baik terhadap 

lingkungan maupun masyarakat. 

Kerusakan ekologis seperti deforestasi, 

pencemaran air, dan hilangnya 

keanekaragaman hayati terjadi akibat 

kurangnya pengawasan dalam praktik 

pertambangan. Dari sisi sosial, 

masyarakat yang terlibat dalam tambang 

ilegal sering kali dieksploitasi dan hidup 

dalam kondisi yang tidak aman. Mereka 

juga tidak memperoleh manfaat jangka 

panjang dari aktivitas pertambangan 

tersebut. 

4. Regulasi dan Upaya Pengawasan yang 

Belum Optimal  

     Regulasi yang ada, seperti Undang-

Undang No. 4 Tahun 2009 tentang 

Mineral dan Batubara (UU Minerba), 

sudah memadai dalam memberikan 

kerangka hukum bagi pengelolaan 

pertambangan. Namun, implementasi di 

lapangan masih menghadapi banyak 

kendala. Sistem pengawasan yang ada 

perlu ditingkatkan, baik dari sisi 

infrastruktur, sumber daya manusia, 

maupun penggunaan teknologi untuk 

mendeteksi dan mengawasi aktivitas 

tambang ilegal. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan temuan dan kesimpulan di 

atas, beberapa saran yang dapat diberikan 

untuk memperbaiki pengawasan terhadap 

industri pertambangan dan mengurangi 

praktik tambang ilegal adalah sebagai 

berikut: 

1. Peningkatan Kapasitas Pengawasan 

di Tingkat Daerah  

     Pemerintah perlu meningkatkan 

kapasitas pengawasan di tingkat daerah, 

terutama di wilayah-wilayah yang rawan 

praktik tambang ilegal. Hal ini bisa 

dilakukan dengan memberikan pelatihan 

kepada petugas pengawas serta 

menyediakan sarana dan prasarana yang 

memadai untuk melaksanakan 

pengawasan yang lebih efisien. Salah 

satunya adalah pemanfaatan teknologi 

seperti pemantauan satelit dan drone 

untuk mendeteksi aktivitas tambang 

ilegal di area yang sulit dijangkau. 

2. Penegakan Hukum yang Lebih Tegas 

dan Tanpa Toleransi 

     Penegakan hukum terhadap tambang 

ilegal harus diperkuat, baik untuk 

menindak pelaku tambang ilegal 

maupun oknum-oknum pemerintah yang 

terlibat dalam praktik tersebut. 

Penindakan yang lebih tegas dan tanpa 

toleransi akan memberikan efek jera 

bagi pelaku dan menurunkan tingkat 

kepercayaan terhadap praktik tambang 

ilegal. Pendekatan yang lebih transparan 

dan akuntabel dalam penegakan hukum 

perlu diterapkan. 
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3. Pendekatan Ekonomi Alternatif 

untuk Masyarakat Lokal 

     Pemerintah harus mengembangkan 

program pemberdayaan ekonomi 

alternatif bagi masyarakat yang terlibat 

dalam tambang ilegal. Program-program 

pelatihan keterampilan dan penyediaan 

modal usaha dapat membantu 

masyarakat beralih dari aktivitas 

pertambangan ilegal ke kegiatan 

ekonomi yang lebih berkelanjutan. Hal 

ini juga dapat mengurangi 

ketergantungan mereka pada sektor 

pertambangan yang merusak 

lingkungan. 

4. Penyuluhan dan Pendidikan tentang 

Dampak Tambang Ilegal 

Program penyuluhan dan pendidikan 

kepada masyarakat lokal yang terlibat 

dalam tambang ilegal harus diperluas. 

Mereka perlu diberikan pemahaman 

yang lebih mendalam mengenai dampak 

jangka panjang dari tambang ilegal 

terhadap lingkungan dan kesehatan. 

Melalui pendidikan yang tepat, 

diharapkan masyarakat bisa menyadari 

pentingnya keberlanjutan dan beralih ke 

aktivitas ekonomi yang lebih ramah 

lingkungan. 

5. Kolaborasi Antar Lembaga dan 

Masyarakat  

     Pemerintah, perusahaan tambang, dan 

masyarakat harus bekerja sama untuk 

menciptakan industri pertambangan 

yang lebih berkelanjutan. Kolaborasi ini 

bisa mencakup peningkatan transparansi 

dalam proses izin tambang, pelibatan 

masyarakat dalam pengawasan tambang, 

serta pemberdayaan ekonomi untuk 

menciptakan lapangan kerja yang lebih 

sehat dan produktif. 

6. Penguatan Regulasi dan Kebijakan 

Pengelolaan Sumber Daya Alam 

     Regulasi yang mengatur pertambangan 

harus diperbarui dan diperkuat untuk 

mengakomodasi tantangan terbaru yang 

dihadapi dalam pengawasan tambang 

ilegal. Kebijakan yang jelas dan 

konsisten akan membantu dalam 

menertibkan sektor pertambangan dan 

mendorong para pelaku industri untuk 

beroperasi sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. 
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